
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1079, 2016 BMKG. Tugas Belajar. Izin Belajar. Pemberian. 
Pedoman. Perubahan  

 

PERATURAN 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin 

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meterologi, 

Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika; 
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b. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya 

bagi aparatur sipil negara perlu mengubah beberapa 

ketentuan bagi persyaratan tugas belajar dan izin 

belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5058); 

 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Paraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 164); 
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 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 12l, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5258); 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 

tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5579); 

  7.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 

2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika;  

  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan 

Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 90); 

  9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 

tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia 5258); 

  10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 
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Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin 

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 935); 

  11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1528); 

  12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1529); 

  13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530); 

  14. Peraturan Kepala Badan Meterologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN 

BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin 

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 935), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika. 

2. Kepala adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika. 

3. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

4. Biro adalah Biro yang mempunyai tugas dan 

wewenang di bidang sumber daya manusia. 

5. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang meliputi 

Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat 

UPT adalah Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan 
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